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ABSTRACT 
This thesis discusses the dismissal with respect not his own request as civil servants by the 
Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia to severe disciplinary 
violations. The method used in this study is a normative approach - sociological. From the 
results of this thesis research was concluded Dismissal with respect not his own request as a 
civil servant against Syamsul Bahri CS Civil Servants in the Ministry of Justice and Human 
Rights of the Republic of Indonesia is in conformity with Article 20 paragraph (1) letter a 
Government Regulation No. 53 Year 2010 on discipline of Civil Servants. This compliance is 
viewed from various aspects, namely: (1) Law Enforcement, In accordance with Article 20 
paragraph (1) letter a that the authorities to establish the imposition of disciplinary punishment 
for a Civil Servant regulator youth level I, class room II / b Officers Trustees Personnel in this 
case is the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia. (2) Violation 
type, which type violations committed by Syamsul bahri CS is a kind of violation of article 7 
paragraph that severe disciplinary violations in the form of dismissal with respect not his own 
request as a civil servant. Factors that lead to violations of discipline the Civil Service of the 
Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia is the internal factors that 
consist of quality human resources personnel are relatively inadequate, as well as the level of 
welfare as their salary felt still lacking and insufficient to meet Civil Servants family needs. 
External factors that include cultural and environmental factors, affecting the work discipline of 
Civil Servants. Recommendations In the freedom of action of the competent authorities in this 
case the Minister of Justice and Human Rights, needs to be maintained firm in penalizing the 
Civil Servants within the Ministry of Justice and Human Rights who commit severe violations 
of discipline. In addition, with the case experienced by Syamsul CS is expected to be a deterrent 
and warning other Civil Servants working in the Ministry of Justice and Human Rights, to 
further improve its performance so that such incidents can be minimized. Should guidance 
regarding discipline Civil Servants always done routinely considering the attitudes and behavior 
of Civil Servants are always influenced by the local work culture. In order for the 
implementation of the tasks for the Civil Service is more effective and efficient it is expected 
that the Ministry of Justice and Human Rights to immediately make a rule that contains the code 
of conduct within the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia. 
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ABSTRAK 
Tesis ini membahas pemberhentian dengan hormat  tidak atas permintaan sendiri 
sebagai pegawai negeri sipil oleh Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia 
terhadap pelanggaran disiplin berat. Metode pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan Normatif - sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini 
diperoleh kesimpulan Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Syamsul Bahri CS Pegawai Negeri Sipil di 
Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia sudah sesuai dengan pasal 20 ayat 
(1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil. Kesesuaian ini dilihat dari berbagai macam aspek, yaitu: (1) Penegak 
Hukum, Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) huruf a bahwa pihak yang berwenang untuk 
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi  seorang Pegawai Negeri Sipil pengatur 
muda tingkat I, golongan ruang II/b adalah Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal 
ini adalah Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia. (2) Jenis Pelanggaran, yang 
mana Jenis Pelanggaran yang dilakukan oleh Syamsul bahri CS adalah jenis 
pelanggaran yang ada dalam pasal 7 ayat yaitu pelanggaran disiplin berat berupa 
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri 
Sipil. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran disiplin Pegawai Negeri 
Sipil pada Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia adalah faktor internal 
yang terdiri dari kualitas sumberdaya manusia aparatur yang relatif kurang memadai, 
demikian juga dengan tingkat kesejahteraan seperti gaji yang diterima dirasakan masih 
kurang dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga Pegawai Negeri Sipil. 
Faktor External yang meliputi faktor budaya dan lingkungan, mempengaruhi disiplin 
kerja Pegawai Negeri Sipil. Rekomendasi Dalam kebebasan bertindak pejabat yang 
berwenang dalam hal ini Menteri Hukum dan Ham , perlu dipertahankan ketegasannya 
dalam menjatuhkan sanksi kepada para Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Kementerian Hukum dan Ham  yang melakukan pelanggaran disiplin berat. Selain itu, 
dengan adanya kasus yang dialami oleh Syamsul CS  ini, diharapkan dapat menjadi efek 
jera dan peringatan Pegawai Negeri Sipil lain yang bekerja di lingkungan Kementerian 
Hukum dan Ham , untuk lebih meningkatkan kinerjanya sehingga kejadian semacam ini 
dapat diminimalisir. Seyogyanya pembinaan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil 
selalu dilakukan secara rutin mengingat sikap dan perilaku Pegawai Negeri Sipil selalu 
dipengaruhi oleh budaya kerja setempat. Agar pelaksanaan tugas bagi Pegawai Negeri 
Sipil lebih efektif dan efisien diharapkan kepada Kementerian Hukum dan Ham untuk 
segera membuat peraturan yang memuat kode etik dilingkungan Kementerian Hukum 
dan Ham Republik Indonesia. 
Kata Kunci:  Pemberhentian Dengan Hormat  Tidak Atas Permintaan Sendiri 
Sebagai Pegawai Negeri Sipil 
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 Latar Belakang  
Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dan 
pembangunan, diperlukan aparatur Pemerintah (PNS) yang lebih profesional, 
bermoral, bersih dan bertanggung jawab, serta beretika. Profesionalisme sangat 
terkait dengan kopetensi PNS yang didalamnya terdapat tingkat penguasaan 
terhadap ilmu pengetahuan / keterampilan yang diperlukan oleh jabatan yang akan 
dan sedang didudukinya. 
Mewujudkan profesionalisme dikalangan PNS memerlukan proses yang 
panjang, diawali dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan PNS yang 
mengarah pada peningkatan kopetensi dan prestasi kerja, termasuk juga didalamnya 
pola pembinaan karier PNS. Hal tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan 
efisien, apabila didukung oleh organisasi yang rasional yang disusun untuk 
mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. 
Dengan telah diundankannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
Sebagaiman telah diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah, telah terjadi perubahan peta kewenangan antara Pemerintah 
Pusat dan Daerah yang harus diikuti oleh penataan organisasi Pemerintah Pusat dan 
Daerah. Selain itu telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, sebagai pengganti Peraturan 
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. 
Dengan demikian maka setiap instansi pemerintah baik di Pusat, Propinsi, 
Kabupaten, dan kota wajib melakukan penataan organisasi di lingkungannya. 
Penataan organisasi harus ditindak lanjuti dengan pelaksanaan penataan 
pegawai agar terjadi keserasian  antara organisasi dengan komposisi PNS baik dari 
kualitas maupun kuantitas sehingga dapat mendukung perwujudan visi dan misi 
organisasi. Melalui penataan pegawai akan diketahui secara pasti komposisi PNS 
pada setiap jabatan yang diperlukan oleh masing-masing unit kerja. Hal tersebut 
akan memudahkan perencanaan pegawai, yang meliputi pengadaan, penempatan, 
pengembangan, pemeliharaan dan pemberhentian.  
Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara memandang perlu menetapkan Pedoman Penataan PNS yang akan dijadikan 
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acuan bagi instansi Pemerintah Pusat, Propinsi/ kabupaten/ kota dalam melakukan 
penataan PNS dilingkungannya masing-masing. 
Secara alamiah setiap manusia mengalami siklus dalam kehidupan, yaitu 
ada awal dan akhir. Begitu juga kehidupan seseorang dalam pekerjaan sebagai 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai sejak ia diangkat sebagai pegawai negeri sipil, 
menjalani karir, dan pada akhirnya memasuki masa pensiun. Namun adakalanya 
dalam berkarir, ada PNS yang karena keadaan tertentu menginginkan pensiun 
dipercepat. 
Pensiun merupakan penghargaan tertinggi bagi setiap PNS yang telahloyal dan 
mengabdikan diri pada instansinya. Pensiun yang diberikan tersebut dimaksudkan 
untuk membiayai kehidupannya agar ia dapat hidup dengan layak di hari tuanya. 
Melalui pensiun ia memperoleh penghasilan yang besarnya berpedoman kepada 
pangkat dan masa kerjanya sebagaimana ditentukan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa pensiun 
merupakan penghargaan sekaligus jaminan hari tua bagi setiap PNS atas loyalitas, 
jasa, dan pengabdiannya selama ia melakukan tugas kewajibannya
1
. 
Di dalam Pasal 4  Peraturan Pemerintah  No. 19 Tahun 2013  tentang 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa :  
(1) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat 
diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu. 
(2)  Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sampai dengan: 
a. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku: 
1. jabatan Peneliti Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan 
secara penuh di bidang penelitian; 
2. jabatan Hakim pada Mahkamah Pelayaran; atau 
3. jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden; 
b. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku: 
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1. jabatan struktural eselon I; 
2. jabatan struktural eselon II; 
3. jabatan Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan 
kesehatan negeri; 
4. jabatan Pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah 
Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak atau jabatan lain 
yang sederajat; atau 
5. jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden. 
c. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang 
memangku jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden. 
(3) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sampai dengan 62 (enam puluh dua) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang 
memangku jabatan struktural Eselon I tertentu. 
(4) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan 
Instansi/Lembaga setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai Akhir 
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan 
Struktural Eselon I. 
(5) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan 
persyaratan sebagai berikut: 
a. memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan 
organisasi; 
b. memiliki kinerja yang baik; 
c. memiliki moral dan integritas yang baik; dan sehat jasmani dan 
rohani yang dibuktikan oleh keterangan Dokter. 
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Sehubungan dengan pemberlakuan pensiun dini ini Djarin
110
 menyatakan 
bahwa terdapat lima langkah yang patut ditempuh yaitu: (1) harus benar-benar 
diperhitungkan kondisi dan kriteria PNS yang akan dipensiunkan, misalnya usia, 
masa kerja, jabatan, kinerja, dan produktivitas, (2) sebaiknya dicari kesepakatan 
dan persetujuan PNS tersebut atau bisa juga dengan alasan yuridis dan rasional, (3) 
kebijakan tersebut mungkin hanya untuk PNS yang non-job saja, atau yang 
mendekati usia pensiun, atau yang rendah kinerjanya, (4) perlu ditegaskan pada 
golongan yang mana ia akan diberlakukan, apakah golongan III dan IV saja atau 
semuanya, (5) kompensasi apa yang diperoleh pensiunan, apakah uang pesangon 
sesuai masa kerja dan gaji, ataukah pelatihan keterampilan disertai modal usaha, 
dan sebagainya. 
Salah satu contoh kasus yang terjadi di Lingkungan Kementerian Hukum dan 
Ham, Menteri Hukum dan Ham dinilai telah menyalahgunakan wewenangnya 
dengan melakukan pensiun dini secara sepihak, Menteri Hukum dan HAM Amir 
Syamsuddin,  digugat 11 pejabat eselon II di lingkungan Kemenkumham di 
sejumlah  provinsi di Indonesia. Melalui kuasa hukumnya, Muara Karta, 11 
pejabat  yang rata-rata masih berusia 58-59 tahun tersebut, melayangkan gugatan ke 
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).  
Kesebelas pejabat yang dipensiunkan dini  atau diberhentikan dengan hormat 
oleh Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia karena dinilai lalai dalam 
melakukan kewajibannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil. Walaupun masa 
pensiun kesebelas PNS tersebut masih mempunyai tenggang waktu satu tahun sesuai 
Pasal 4 ayat (2) b. butir 7 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 
1979 tentang Pemberhentian PNS. Akan tetapi bagi Kemenkumham pemberhentian 
tersebut sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun 
kesebelas PNS tersebut adalah, Syamsul Bahri, Tonny Marthin Hukom, Darmoro, 
Aziz Ambo Upe, Grand Sjahputra, Victor Maruli Tua Situmorang, Iwan 
Ridwanullah, Subendi, Rochmadi, Elly Lukmansyah, dan Muhammad 
Arifin.  Akibat keputusan Menkumham yang di anggap cacat hukum telah 
                                                 
110
 Djarin, Zamiral, Asrinaldi, Busra. 2006 Rekomendasi Diskusi Aktual. Kebijakan Pensiun Dini 
Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat: Penyelesaian atau 
Masalah?. Bidang Pemerintahan Balitbang Provinsi Sumbar 
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mengakibatkan keresahan dan kerugian bagi  PNS tersebut, karena kesebelas PNS  
belum mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 32 
junto PP Nomor 13 tahun 2002 jo PP Nomor 19 Tahun 2013, maka PNS yang di 
peberhentiakan oleh Menteri Hukum dan Ham tersebut telah melakukan langkah-
langkah hukum sesuai dengan peraturan perundang-udangan yang berlaku. 
Menurut kuasa hukum kesebelas PNS yang Diberhentikan tersebut bahwa  
surat pemberhentian dengan hormat yang ditandatangi Menkumham Amir 
Syamsuddin tanggal 1 Desember 2011 tersebut, tidak ada paraf Kepala Biro 
Kepegawaian dan Sekretaris Jenderal Kemenkumham. Sebagai pejabat struktural, 
semestinya 11 PNS  tersebut pensiun pada usia 60 tahun. Namun belum genap usia 
pensiun, mendadak mereka sudah diberhentikan secara sepihak.  
Di samping itu, Amir Syamsuddin dinilai telah melanggar Keputusan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 
tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Aparatur Nomor 8 
tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian PNS dalam jabatan struktural sebagaimana telah diubah dengan PP 
Nomor 13 tahun 2002 yang mengatur Pemberhentian PNS antara lain karena 
mencapai batas usia pensiun.  Hal ini tentunya membuat resah PNS di Lingkungan 
Kementerian Hukum dan Ham, karane terdapat puluhan PNS yang akan bernasib 
sama dengan kesebelas PNS yang di pinsiunkan dini oleh Menteri Hukum dan Ham. 
Sementara itu, menurut menteri Hukum dan HAM bapak Amir Syamsudin, 
penjatuhan sanksi yang diberikan kepada kesebelas PNS Dilingkungan kementerian 
tersebut sah secara hukum sebagaimana telah  diatur dalam pasal 20 ayat (1) huruf a 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
Dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian yaitu Menteri Hukum dan 
Ham  mempunyai kewenangan untuk menentukan sendiri jenis hukuman apa yang 
akan diberikan kepada kesebelas PNS nya tersebut.  Wewenang tersebut merupakan 
penerapan asas diskresi yang dimiliki oleh Menteri sebagai Pejabat Pembina 
Kepegawaian. Sedangkan menurut asas keabsahan, Menteri harus memenuhi 
beberapa persyaratan yang ditentukan oleh hukum agar keputusan pemberhentiannya 
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mempunyai kekuatan hukum dan dapat dilaksanakan, sehingga keputusannya harus 
dianggap sah sampai ada pembatalan. Dalam kasus ini, PTUN menolak gugatan yang 
diajukan oleh Kesebelas PNS Tersebut dan menguatkan keputusan Menteri Hukum 
dan HAM Republik Indonesia tentang pemberhentian terhadap kesebelas PNS 
sehingga keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang 
pemberhentian terhadap Kesebelas PNS tersebut dianggap sah dan dapat 
dilaksanakan. 
Permasalahan  
Berdasarkan uraian pada Latar Belakang Penelitian, dirumuskan permasalahan 
dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Apakah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai 
Pegawai Negeri Sipil terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Hukum dan 
Ham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?  
2. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pemberhentian dengan hormat 
tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap kesebelas 
PNS di Lingkungan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia ?  
Pembahasan 
Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai 
Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pegawai Negeri Sipil Di Kementerian Hukum 
Dan Ham. 
Hukum  adalah  sebuah  entitas  yang  kompleks, meliputi kenyataan 
kemasyarakatan yang majemuk,  mempunyai  banyak  aspek,  dimensi dan  fase.  
Dalam  negara  hukum  yang modern yang  berorientasi  kepada  upaya  untuk  
memakmurkan  dan menyejahterakan  warganya,  administrasi negara 
diperkenankan untuk melakukan  intervensi.Konsep negara  hukum  selalu  
menjunjung  tinggi  keadilan dan perlindungan  hak asasi  manusia. Hukum  
diharapkan sebagai  norma  yang  harus  ditaati  dan  dihormati  setiap warga negara 
yang  biasanya  dituangkan  dalam tujuan  nasional.  Hal  ini seperti yang  
diungkapkan  oleh  Aristoteles  dalam  bukunya PolitIca bahwa  negara  merupakan  
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suatu  persekutuan yang   mempunyai   tujuan  tertentu, sehingga negara  yang  baik  
adalah  yang  diperintah  yang berkonstitusi dan berkedaulatan hukum. Negara 
hukum   menurut F.J   Stahl,   seorang   sarjana  bahwa  ciri-ciri  khas  bagi  suatu  
negara  hukum adalah   adanya pengakuan   dan   perlindungan atas  hak-hak  asasi  
manusia;peradilan  yang bebas  dari  pengaruh  sesuatu kekuasaan  atau kekuatan 
lain dan tidak memihak; dan legalitas dalam arti hukum dalam segala 
bentuknya.Pasal  1  ayat  (3) UUD  1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah 
negara hukum. Dengan demikian  hukum dijadikan sebagai panglima dalam setiap 
menyelesaikan   permasalahan hukum.   Hukum   berlaku   bagi   setiap   warga 
negara tanpa kecuali, termasuk penyelesaian di bidang  hukum  kepegawaian.Setiap  
tindakan harus sesuai  dengan hukum, baik itu  dilakukan oleh pemerintah maupun 
warganegaranya.2 Demikian  pula  termasuk  kajian  hubungan hukum antara 
pemerintah dengan aparaturnya. Cita-cita  mewujudkan good  governance dan clean 
goverment  merupakan tuntutan  fundamental, baik bagi tatanan masyarakat global 
maupun  masyarakat  lokal.Prinsip-prinsip  tentang  pemerintahan yang baik, 
seperti demokrasi, keterbukaan,  pertanggungjawaban,  supremasi  hukum  dan 
keadilan  harus  dijadikan acuan  utama  dalam  menjalankan  tugas  
pemerintahan.4Usaha   untuk   meningkatkan   peran pemerintah  yang  baik  dan  
bersih  diperlukan  pendekatan interdisipliner.  
Sebagai salah satu contoh  posisi kasus penjatuhan sanksi pemberhentian 
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri oleh Kementerian Hukum dan HAM 
Republik Indonesia  sebagai pegawai negeri sipil Kemenkumham bernama Syamsul 
Bahri. Kasus ini dialami oleh seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Syamsul Bahri  
seorang staf bendahara gaji dilingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum 
Umum Kemenkumham Republik Indonesia yang telah dijatuhi hukuman disiplin 
berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan sendiri Sebagai 
Pegawai Negeri Sipil. 
Menurut hasil pemeriksaan dari tim Inspektorat Jenderal Kementerian 
Hukum Dan HAM RI bahwa  Syamsul Bahri  telah menyalahgunakan wewenang 
sebagai bendahara gaji yakni memalsukan data gaji untuk membesarkan pinjaman 
di Bank BNI. dengan rincian sebagai berikut : gaji Syamsul Bahri sebesar 
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Rp.2.172.600,00 pinjaman bank langsung dipotong oleh Bank BNI sebesar 
Rp.4.588.500,00 sehingga masih kurang Rp. 2.145.900,00. Saudara Syamsul Bahri 
tidak dapat membayar angsuran pinjaman akhirnya tidak berani untuk masuk 
kerja.
111
 
Selain tuduhan tentang penyalahgunaan wewenang, Syamsul Bahri terbukti 
tidak masuk kerja terhitung bulan Oktober 2010 sampai dengan November 2010 
sejumlah 64 hari per tanggal 31 Desember 2010. sehingga melanggar ketentuan 
Pasal 3 angka 11 (masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja) dan Pasal 4 angka 
1 (menyalahgunakan wewenang) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. 
Sebagai konsekuensi akibat dilanggarnya Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, maka kepada PNS yang melakukan 
pelanggaran disiplin dijatuhkan hukuman disiplin, sebagaimana di atur dalam Pasal 
7 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yaitu : 
hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. 
Dalam proses pemeriksaan yang bersangkutan Syamsul Bahri tidak pernah 
kooperatif, dilakukan pemanggilan 3 kali dari tim inspektorat tidak pernah hadir 
sehingga proses (BAP) Berita Acara Pemeriksaan tidak bisa dilakukan, namun 
demikian keterangan dari pihak yang berkompeten dan bukti pendukung 
menguatkan Syamsul Bahri telah melakukan tindakan indisipliner. 
Prosedur Penyelesaian Kasus Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas 
Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Syamsul Bahri Sesuai 
dengan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Pegawai Negeri Sipil 
yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan 
langsung untuk dilakukan pemeriksaan. Maka sebagai pejabat yang berwenang atau 
sebagai atasan langsung dari Syamsul Bahri  yaitu Saudari Wiwik Sudarwati SE, 
MM Kasubbag Tata Usaha pada Kantor dilingkungan Direktorat Jenderal 
Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Republik Indonesia, telah melakukan 
pemanggilan kepada Syamsul Bahri  untuk menghadiri pemeriksaan atas tindakan 
indisipliner yang dilakukannya. Pemanggilan itu telah dilakukan 7 hari sebelum 
                                                 
Hasil wawancara dengan Staf Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham 
Republik Indonesia 
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tanggal pemeriksaan sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 
Tahun 2010. Namun, sampai pada pemanggilan yang ketiga, Syamsul Bahri  sama 
sekali tidak hadir. Saudari Wiwik Sudarwati mengaku telah berusaha memotivasi 
untuk disiplin masuk kerja, namun Syamsul Bahri  tetap tidak pernah masuk kerja, 
maka Wiwik Sudarwati membuat surat perihal pembinaan PNS yang diserahkan 
kepada Biro Kepegawaian dan Sekretaris Jenderal  Kemenkumham Republik 
Indonesia. 
Pada tanggal 11 November 2011 Kepala Biro Kepegawaian dan Sekretaris 
Jenderal Kemenkumham Republik Indonesia menanggapi Surat perihal pembinaan 
PNS dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham 
Republik Indonesia atas tindakan indisipliner yang dilakukan bawahannya yaitu 
Syamsul Bahri  Setelah itu Inspektorat mendapat perintah dari Menteri Hukum dan 
Ham untuk menindaklanjuti kasus tindakan indisipliner yang dilakukan oleh 
Syamsul Bahri  dan melakukan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan itu, 
inspektorat mendapat hasil bahwa bahwa memang benar Syamsul Bahri  telah 
melakukan tindakan indisipliner yaitu tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah 
selama lebih dari 46 hari dan juga menyalahgunakan wewenang sebagai staf 
bendahara gaji. 
Pada tanggal 11 Desember  2011 Menteri Hukum dan HAM Republik 
Indonesia resmi memutuskan menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian 
Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil 
kepada Syamsul Bahri  merasa keberatan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum 
dan HAM Republik Indonesia pemberhentian terhadap dirinya. Maka Syamsul 
Bahri  melakukan Gugatan di PTUN Jakarta. 
Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya PTUN Jakarta 
memutuskan menolak gugatan Syamsul Bahri CS  sebagaimana dinyatakan dalam 
putusan tanggal 23 Februari 2012. PTUN Jakarta memperkuat hukuman disiplin 
sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Republik 
Indonesia tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri 
Sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kepada Syamsul Bahri CS pegawai pada staf 
bendahara gaji dilingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 
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Kemenkumham Republik Indonesia. Pengadilan Tata Usaha Negara juga 
menyatakan apabila Syamsul Bahri CS sempat diberhentikan sejak keputusan 
pemberhentian ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, maka gajinya 
dibayarkan sampai dengan Bulan November 2012, sepanjang yang bersangkutan 
aktif melaksanakan tugas. Kepada Syamsul Bahri CS tidak diberikan hak pensiun 
karena belum mencapai usia 50 tahun dan masa kerja 20 tahun. 
Di dalam pasal tersebut, salah satunya menjelaskan tentang kewenangan 
Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Hukum Dan Ham menetapkan 
penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil fungsional umum golongan 
ruang III/d ke bawah di lingkungannya, untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) huruf a, huruf d, dan huruf e. Seperti 
dalam kasus ini, penjatuhan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan 
hormat tidak atas permintaan sendiri yang dialami oleh Syamsul Bahri CS seorang 
staf bendahara gaji pangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b, 
berdasarkan pasal tersebut maka penjatuhan hukumannya merupakan kewenangan 
Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia 
yaitu Menteri Hukum dan Ham. 
Dalam hal ini, Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin 
berat dapat menentukan sendiri hukuman disiplin berat yang akan dijatuhkannya 
karena sudah merupakan kewenanganny yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri . Sedangkan berdasarkan 
Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dijelaskan bahwa Pegawai 
Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan 
merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan. 
Di dalam membuat suatu keputusan (beschikking) pemerintah dalam hal ini 
adalah Bupati Tulungagung yang dalam kewenangannya untuk menjatuhkan 
hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diatas, harus 
memperhatikan ketentuan atau syarat-syarat tertentu apabila syarat tertentu 
dimaksud tidak dipenuhi berakibat keputusan yang dibuat tidak sah. Oleh karena itu 
tidak sahnya suatu keputusan yang dibuat pemerintah akan berakibat tidak sahnya 
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tindakan pemerintah. Tidak sahnya tindakan pemerintah tersebut pada akhirnya 
akan berakibat keputusan yang dibuat batal demi hukum atau dapat dibatalkan. 
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Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pemberhentian Dengan Hormat Tidak 
Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Terhadap Kesebelas PNS 
Di Lingkungan Di Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia. 
Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama 
tergantung dari kesempurnaan aparatur negara dan pada pokoknya tergantung dari 
pegawai negeri. Untuk mencapai tujuan negara yaitu menyelenggarakan kesejahteraan 
dan kebahagiaan rakyatnya, atau menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur, maka 
pendayagunaan aparatur negara terus ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan 
kualitas, efisiensi pelayanan dan pengayoman pada masyarakat serta kemampuan 
professional dan kesejahteraan aparat sangat di perhatikan dalam menunjang 
pelaksanaan tugas.Dalam mewujudkannya maka Pegawai Negeri Sipil perlu dibina 
sebaik baiknya untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan 
pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur berdasarkan 
Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. 
Dalam konteks Hukum Kepegawaian, Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur negara 
memiliki peranan yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaankebijaksanaan 
dan peraturan-peraturan pemerintah. Peranan dari Pegawai Negeri Sipil seperti 
diistilahkan dalam dunia kemiliteran ”not the gun, the man behind the gun” yaitu bukan 
senjata yang penting melainkan manusia yang menggunakan senjata itu. Senjata yang 
modern tidak mempunyai arti apa-apa apabila manusia yang dipercaya menggunakan 
senjata itu tidak melaksanakan kewajibannya dengan benar.
 
Hal ini berarti bahwa 
Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung pemerintah dalam melaksanakan 
fungsi pelayanan dan pembangunan nasional. 
Persoalan klasik secara umum yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja bagi 
kalangan Pegawai Negeri Sipil sejak dahulu kala hingga sampai dengan sekarang adalah 
persoalan” rendahnya budaya disiplin”. Budaya disiplin di kalangan PNS belum 
sepenuhnya dapat diterapkan dan dijalankan, walapun telah dikeluarkan peraturan 
disiplin PNS yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sebagai 
penganti Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang disiplin PNS. Akan tetapi 
pada kenyataannya masih banyak perilaku menyimpang yang dilakukan. 
Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
kepegawaian , pasal 1 huruf a Pegawai negeri adalah mereka yang setelah memenuhi 
syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
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diangkat oleh pejabat yang berewenang dan diserahi tugas negara lainnya yang 
ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Penegakan hukum berupa sanksi juga diterapkan agar menimbulkan efek jera baik 
bagi pelaku pelanggaran disiplin maupun Pegawai Negeri Sipil lain agar tidak 
melakukan kesalahan yang sama. Keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat 
terhadap yang bersangkutan telah dilakukan secara profesional. Ini merupakan hasil 
kerja tim terpadu yang bekerja secara independen, melalui prosedur sebagaimana yang 
telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil. 
Berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi dan bukti dokumen (surat-surat 
keterangan) dari pihak terkait yang cukup relevan dalam pemeriksaan diketemukan 
kesimpulan faktor-faktor yang menyebabkan pemberhentian Kesebelas PNS 
dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM  sebagai Pegawai Negeri Sipil, adalah 
faktor internal yang meliputi kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan pegawai 
sedangkan faktor eksternal adalah budaya dan lingkungan setempat. 
a. Faktor internal. 
(1) Kualitas sumber daya manusia 
Kualitas sumber daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan dikatakan 
mempengaruhi disiplin kerja karena bagaimanapun juga jika seorang PNS dengan 
latar belakang pendidikan yang rendah tidak mungkin memahami dengan baik aturan-
aturan kepegawaian sehingga menyebabkan banyak pelanggaran yang berujung pada 
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. 
Untuk lebih menunjang pernyataan di atas tentang pengaruh antara tingkat 
pendidikan dalam penegakan disiplin di Kantor Kementerian Wilayah Hukum dan 
Ham Provinsi Kalimantan Barat. maka penulis menanyakan kepada 30 responden dan 
hasilnya tersaji pada tabel 1: 
 Tabel 1  
Pengaruh tingkat pendidikan dalam penegakkan disiplin  
di Sekretariat Kementerian Wilayah Hukum Dan Ham Kalbar 
No. Indikator Jumlah Prosentase (%) 
1 Sangat berpengaruh 8 26,67 
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2 Berpengaruh 11 36,67 
3 Cukup berpengaruh 8 26,67 
4 Tidak berpengaruh 3 10 
 Jumlah 30 100 
Sumber: data primer diolah 2015 
Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan seorang aparat mempunyai 
pengaruh dalam penegakan disiplin kerja. Hal in ditunjukkan dari jumlah total 
responden yang menjawab sangat berpengaruh, berpengaruh dan cukup berpengaruh 
yaitu sebesar 90 % dan hanya 10 % responden yang memberikan jawaban tidak 
berpengaruh. Dari keseluruhan tanggapan responden tersebut dapat diartikan bahwa 
faktor pendidikan berpengaruh terhadap disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil dalam 
melaksanakan tugasnya. Kualitas sumber daya manusia aparatur yang rendah 
berpengaruh terhadap peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 
seseorang PNS. 
Dalam kaitannya dengan kasus pemberhentian Syamsul Bahri CS bahwa 
penulis mengetahui informasi dari Insfektorat Jenderal  Kemenkumham Republik 
Indonesia bahwa tingkat pendidikan rata-rata PNS yang di berhentikan Menteri 
Hukum dan Ham tersebut adalah tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan 
setaranya. 
 
(2) Kesejahteraan 
Gaji merupakan salah satu bentuk kompensasi finansial dengan maksud untuk 
memberikan motivasi kepada pegawai agar dapat meningkatkan kinerja dengan baik. 
Sistem gaji PNS yang dianut saat ini adalah perpaduan antara sistem skala tunggal dan 
skala ganda atau lebih dikenal dengan istilah gabungan, yaitu dengan memberikan 
gaji sama kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai pangkat, golongan ruang 
dan masa kerja yang sama serta bagi pegawai yang mempunyai tanggung jawab dan 
beban kerja yang berbeda diberikan gaji sesuai dengan tanggung jawab, resiko dan 
beban kerja. 
Hal ini dapat dilihat bahwa PNS yang tidak memangku jabatan 
struktural/fungsional hanya menerima gaji sesuai dengan gaji pokoknya sedang 
pegawai yang memangku jabatan menerima tunjangan jabatan struktural/fungsional. 
Gaji yang diberikan tersebut diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 
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Tahun 2005. 
Dalam kenyataan yang ada bahwa gaji maupun imbalan yang diterima 
Pegawai Negeri Sipil belum mampu memenuhi kebutuhan hidup pegawai maupun 
keluarganya, baik terhadap kebutuhan pangan, sandang maupun papan. Oleh karena 
itu, gaji Pegawai Negeri Sipil seyogyanya memperoleh perhatian pemerintah. Selain 
itu yang memerlukan perhatian adalah pendapatan di luar gaji seperti uang bonus 
termasuk uang cuti Pegawai Negeri Sipil. Sebagaimana kita ketahui bahwa 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005, gaji yang terendah adalah 
Rp.661.300 dan gaji yang tertinggi adalah sebesar Rp.2.070.000. Jika dibandingkan 
dengan gaji perusahaan swasta maka Nampak perbedaan yang sangat mencolok. 
Gaji yang diterima Pegawai Negeri Sipil sangat jauh dari memadai, bahkan 
tidak mampu mengimbangi tingginya harga. Rendahnya kesungguhan pemerintah 
dalam menetapkan gaji Pegawai Negeri Sipil terlihat bahwa dalam setiap kenaikan 
gaji yang diberikan cenderung bersifat politis dan tidak berdasarkan analisis 
kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya. Hal tersebut juga berpengaruh pada 
disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil Karena tidak seimbangnya jumlah yang diterima 
dengan pembiayaan kebutuhan keluarga. Untuk itu sebaiknya pemerintah 
memperhatikan sungguh-sungguh peningkatan taraf hidup Pegawai Negeri Sipil. 
Untuk lebih jelasnya berikut dikemukakan tanggapan responden tentang 
jumlah gaji pokok yang diterima dengan tingkat kesesuaian kebutuhan Pegawai 
Negeri Sipil sebagaimana terdapat dalam tabel 2 beikut ini: 
Gaji yang diterima aparat dengan tingkat kebutuhan hidup keluarga. 
No. Tanggapan 
Responden 
Jumlah Prosentase(%) 
1 .   Sudah Cukup 0 0 
2 .   Cukup 15 50 
3 .   Kurang 9 30 
4 .   Tidak Cukup 6 20 
 Jumlah 30 100 
Sumber: data primer diolah 2015 
Penilaian responden tentang gaji yang disajikan dalam tabel 2 di atas 
mengungkapkan bahwa mereka yang mengatakan cukup yaitu sebesar 50%. 
Sedangkan total responden yang mengatakan kurang (30%) serta tidak cukup (20%) 
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ada sebesar 50%. Angka ini bila dilihat seimbang dengan persentase responden yang 
menyatakan gaji mereka cukup. Melalui tabel 12 dapat disimak bahwa hampir 
separuh dari pegawai Kantor Wilayah Hukum dan Ham Provinsi Kalbar menyatakan 
gaji mereka masih kurang dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga 
mereka. Kondisi ini perlu mendapat perhatian dari pihak penentu kebijakan untuk 
selanjutnya menjadi dasar atau pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah 
signifikan yang dapat mendukung peningkatan pendapatan dan pemerataan 
kesejahteraan aparat. 
Dalam kaitanya tingkat sejahteraan PNS dalam hubungannya dengan kasus 
pemberhentian Syamsul Bahri yang menyalahgunakan wewenang sebagai bendahara 
gaji telah memalsukan data gaji untuk membesarkan pinjaman di Bank BNI. Syamsul 
Bahri tidak dapat membayar angsuran pinjaman akhirnya tidak berani untuk masuk 
kerja. Sehubungan dengan itu yang bersangkutan telah terbukti melanggar atau tidak 
mentaati ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai 
Negeri Sipil). 
b. Faktor eksternal. 
(1) Budaya 
Adat atau kebiasaan yang melekat pada orang Indonesia. 
(2) Lingkungan kerja 
Selain faktor-faktor yang telah disebutkan terdahulu, kondisi lingkungan kerja 
juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh bagi dapat atau tidaknya aparat 
memperlihatkan prestasi dan kinerja yang baik. Kondisi lingkungan kerja yang tidak 
mendukung pada umumnya dikeluhkan oleh berbagai pihak sebagai hal yang 
menyebabkan mereka tidak dapat berkinerja dengan baik. 
Faktor lingkungan dapat berupa lingkungan kerja dan lingkungan sosial dari 
Pegawai Negeri Sipil. Lingkungan kerja seseorang yang mempengaruhi kedisiplinan 
Pegawai Negeri Sipil bisa berupa ketidaknyamanan dalam ruangan karena situasinya 
tidak mendukung seperti sekat ruang, pertukaran udara yang tidak lancar, kebisingan, 
tata letak yang tidak baik. Hal-hal ini bisa menyebabkan seseorang masuk kantor tidak 
tepat waktu, atau tidak betah berada dan bekerja berlamalama di kantor, sering 
ngobrol dengan sesama rekan kerja atau bahkan hanya mondar-mandir dan 
sebagainya. Tetapi tak dapat disangkal bahwa hal-hal tersebut juga terkait erat dengan 
faktor internal kerja sendiri yakni beban kerja yang kurang atau tidak pas. Beban kerja 
16 
 
yang kurang atau rendah menyebabkan seseorang tidak secara langsung terdorong 
atau tertantang untuk bekerja optimal, dalam arti bahwa Pegawai Negeri Sipil tidak 
perlu memakai seluruh jam kerja untuk bekerja akibatnya seseorang bisa terlambat 
masuk kantor atau begegas pulang kantor yang pada akhirnya berarti 
ketidakdisiplinan kerja Pegawai Negeri Sipil. 
Lingkungan sosial seseorang bisa berupa lingkungan keluarga atau kebiasaan 
dalam rumah atau tempat tinggal Pegawai Negeri Sipil. Setiap Pegawai Negeri Sipil 
yang menganggap atau merasakan bahwa gaji/penghasilan Pegawai Negeri Sipil 
tergolong rendah sehingga cenderung tidak memberikan dorongan bahkan menekan 
Pegawai Negeri Sipil untuk tidak masuk kerja. 
Hal lain yang turut mempengaruhi disiplin kerja adalah di mana jika sorang 
PNS ditempatkan pada suatu tempat kerja atau jabatan tertentu yang tidak sesuai 
dengan latar belakang pendidikan dapat menyebabkan Pegawai yang bersangkutan 
tidak menjiwai dan mencintai pekerjaan itu. Sehingga mustahil suatu pekerjaan 
tertentu akan memberi hasil yang optimal kalau pegawai yang bersangkutan tidak 
menjiwai pekerjaan tersebut. Untuk itu sebaiknya Sekretariat Daerah Merauke lebih 
memantapkan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi sebagai wujud 
pertanggungjawaban dalam mencapai suatu misi dan tujuan instansi Pemerintah 
serta dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik. 
Akhirnya sebagai faktor lingkungan sosial, yang patut diperhatikan pula 
adalah keteladanan pimpinan atau atasan dari seorang Pegawai Negeri Sipil. Apabila 
atasan menunjukkan disiplin kerja yang tinggi, maka Pegawai Negeri Sipil 
bawahannya tentu akan mengikuti atasannya. Jadi disiplin Pegawai Negeri Sipil, 
harus dibangun dan diteladankan mulai dari pucuk pimpinan. 
Kesimpulan 
1. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri 
Sipil terhadap Syamsul Bahri CS Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Hukum Dan 
Ham Republik Indonesia sudah sesuai dengan pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Kesesuaian 
ini dilihat dari berbagai macam aspek, yaitu: 
1) Penegak Hukum 
Sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) huruf a bahwa pihak yang berwenang untuk 
menetapkan penjatuhan hukuman disiplin bagi  seorang Pegawai Negeri Sipil 
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pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b adalah Pejabat Pembina Kepegawaian 
dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia. 
2) Jenis Pelanggaran 
Jenis Pelanggaran yang dilakukan oleh Syamsul bahri CS adalah jenis pelanggaran 
yang ada dalam pasal 7 ayat yaitu pelanggaran disiplin berat berupa pemberhentian 
dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil. 
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran disiplin 
Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum Dan Ham Republik Indonesia adalah 
faktor internal yang terdiri dari kualitas sumberdaya manusia aparatur yang relatif 
kurang memadai, demikian juga dengan tingkat kesejahteraan seperti gaji yang diterima 
dirasakan masih kurang dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga Pegawai 
Negeri Sipil. Faktor External yang meliputi faktor budaya dan lingkungan, 
mempengaruhi disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil. 
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